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“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg PADA GUGATAN SEDERHANAWANPRESTASI

EKONOMI SYARIAH DENGAN AKADMUSYA<RAKAH”

ABSTRAK
Alita Noni Ardian

1917301058

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Kewenangan mengadili suatu permasalahan atau perkara dalam bidang
sengketa ekonomi syariah atau wanprestasi disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor 21 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa:
“penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam
lingkup Peradilan Agama. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perbedaan
pertimbangan hakim dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi
syari’ah dengan akad musya>rakah pada Putusan perkara 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg,
untuk memahami dan mengetahui alasan adanya perbedaan pertimbangan hakim
dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan akad
musya>rakah pada Putusan perkara 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, dan menurut Hukum
Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (Library
Research). Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan Yuridis
Normatif dan pendekatan kasus (case approach). Adapun bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana, Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017
tentang Akad Syirkah, Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor
3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, KHES. Sumber sekunder berupa buku-buku, jurnal, situs
internet, artikel, serta website.

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg
menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat antara Hakim Tunggal dan Majelis
Hakim. Hakim Tuggal memutuskan bahwa para Tergugat harus membayar
kerugian sampai dengan periode Desember 2021. Namun, Majelis Hakim tidak
setuju tentang besarannya dan memutuskan sendiri bahwa para Tergugat hanya
harus membayar kerugian dari awal jatuh tempo hingga suratperingatan ke III
dikarenakan adanya kemacetan usaha yang dijalani. Menurut Hukum Ekonomi
Syariah, seperti pada Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad
Syirkah dan KHES bahwa suatu akad musya>rakah dimana kerja sama antara dua
orang atau lebih yang keuntungannya dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati
bersama dan kerugian ditanggung secara bersama.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Ekonomi Syariah, Akad
Musya>rakah, Perbedaan Pertimbangan Hakim.
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MOTTO

“Allah tidak membebani seseoang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. al Baqarah: 286)

“Be a voice of justice and a symbol of courage”
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PEDOMAN TRANSLITRASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penyusunan

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor

0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan

Huruf arab Nama Huruf latin Nama

ا
Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب
ba’ B Be

ت
ta’ T Te

ث
S|a S| Es (dengan titik di atas)

ج
Jim J Je

ح
H{a H{ Ha (dengan titik di bawah)

خ
Kha Kh Ka dan Ha

د
Dal D De

ذ
Z|al Z Zet (dengan titik di atas)

ر
Ra R Er

ز
Za Z Zet

س
Sin S Es
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ش
Syin Sy Es dan ye

ص
S{ad S{ Es (dengan titik di bawah)

ض
D{ad D{ De (dengan titik di bawah)

ط
T{a T{ Te (dengan titik di bawah)

ظ
Z{a Z{ Zet (dengan titik di bawah)

ع
‘Ain ‘__ Apostrof terbalik

غ
Gain G Ge

ف
Fa’ F Ef

ق
Qof Q Qi

ك
Kaf K Ka

ل
Lam L El

م
Mim M Em

ن
Nun N En

و
Wau W We

ھ Ha H Ha

ء
Hamzah __’ Apostrof

ي
Ya Y Ye
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B. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau (tasydid) yang dalam system tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid (�ّ). Dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رنبَّنَا Ditulis Rabbana>

ا نَ نَيُّ Ditulis Ayyuha>

C. Vokal Pendek

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, sebagai berikut:

�ن Fath}ah Ditulis A

�ِ Kasrah Ditulis I

�ُ D{amah Ditulis U

D. Vokal Panjang

نَ يْ
ِِ Ditulis Qi>la

رمي Ditulis Kari>m

نِالن Ditulis Qa>la

E. Ta’Marbut}ah

حكمة Ditulis H{ikmah
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ةُ نَ نَ يْ انيْمن Ditulis al-Mas}lah}ah

ة جزُ Ditulis Jizyah

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ataupun qamariyyah

ditransliterasikan harus ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tanda sambung atau hibung (-).

َُ مبجُ انْ
Ditulis ar-rajulu

اْبقمة Ditulis al-Baqarah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makluk sosial yang saling membutuhkan satu

sama lain. Contohnya saja dalam hubungan ekonomi atau berbisnis, yang

mana menurut ajaran Islam dalam berbisnis atau bertransaksi memerlukan

suatu akad.

Menurut bahasa akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-‘aqd yang

secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifa>q).

Sedangkan secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab

(pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan)

sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.1

Adapun beberapa macam akad salah satunya yaitu akad musya>rakah, akad ini

merupakan salah satu akad yang sering dipergunakan pada lembaga keuangan

syariah. Musya>rakah atau syirkah yaitu suatu akad dimana keikutsertaan dua

orang atau lebih dalam usaha tertentu dengan jumlah modal yang ditetapkan

sesuai dengan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan usaha dan

pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.2

Terdapat pada kompilasi hukum ekonomi syariah, pasal 20 ayat (3)

yang mana disebutkan bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau

lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha

1 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 50-
51.

2 Fahrurrozi, Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa
Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 20.



2

tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang

disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.3 Adapun landasan hukum

pada akad musya>rakah antara lain disebutkan dalam Q.S. S{a>d ayat 24:

نَنَى يْ َُ ُُ يْ نَّ يْ
ِِ ّنبي نْْ نَآءِ نَُ اخي نَ ِِّ رنثِريا وناِنب

هِۗ ِِنْاجِ لٰ اِ نَ ِِ نَ يْ نِّ نَالِ ُُ َِ نَ نَنَمن يْ نْقن نِالن

نَمن يِ ِّن �نااي ُۗ �نِّّنبَ نَبَنا دناوُدُ بَ نَ ون
ه
يْ ُُ بِا لَ نَِِْ ون حِناتِ بْا اْ نَمَُِوا ون َُواي نِ ءنا نَ ُِِ ابْ اِبّ ضٍ يْ نَّ

بن وننَنَ يْا رنارِ ونخنمب رنبَُۗ
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat
sedikitlah mereka ini. (Q.S. S{ad: 24)4

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai suatu akad yang

dijalankan dalam suatu lembaga keuangan syariah juga dapat menimbulkan

permasalah salah satu contohnya dalam sengketa ekonomi syariah atau

wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang debitur

(berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah

ditetapkan dalam suatu perjanjian.5 Dalam penyelesaiaan suatu perkara yang

berhubungan dengan permasalahan seperti sengketa ekonomi syariah atau

wanprestasi dalam lembaga keuangan syariah, di Indonesia sendiri terdapat

lembaga yang mengadili permasalahan tersebut.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan suatu peraturan guna

mengisi hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 yang

kini telah dilakukan perubahan menjadi PERMA No. 4 tahun 2019 tentang

3 Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (2011), hlm. 10. diakses dari
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id, pada tanggal 24 Agustus 2023, 21.48 WIB.

4 Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim/Minhajul Muslim, terj. Fadhli Bahri
(Jakarta: Darul Falah, 2003), hlm. 515.

5 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 292.
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Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana

atau SCC (Small Claim Court) adalah tata cara pemeriksaan di persidangan

terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara

dan pembuktiannya sederhana.6 Kewenangan mengadili suatu permasalahan

atau perkara dalam bidang sengketa ekonomi syariah atau wanprestasi

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah

Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa: “penyelesaian sengketa Perbankan

Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama.”7

Upaya hukum pada perkara gugatan sederhana berbeda dengan upaya

hukum pada perkara perdata biasa. Upaya hukum pada perkara biasa meliputi

verzet, dendenverzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sedangkan

upaya hukum pada gugatan sederhana hanya meliputi verzet dan keberatan.

Pada upaya keberatan yang dapat dilakukan dengan mengajukan kepada

kepala pengadilan kemudian menandatangani akta pernyataan keberatan

kepada panitera disertai alasannya mengajukan upaya keberatan tersebut.

Perkara yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai

sengketa ekonomi syariah, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14

Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah

yaitu yang dimaksud ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang

6 Erna Purnawati, “Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam
Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong” dalam Jurnal Juridica Vol. 2 No.
1, (2020), hlm. 21. Diakses dari https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/179,
pada tanggal 06 November 2023, 20.10 WIB.

7 Abdul Rasyid dan Tiska Andita, “Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah” dalam Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2, (2019), hlm. 166. Diakses dari
https://jurnal.komisiyudisial.go.id, pada tanggal 25 Agustus 2023, 18.48 WIB.
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dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan

hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang

bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dan pada

Pasal 1 ayat (4) mengenai perkara ekonomi syariah adalah perkara di bidang

ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,

asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat

berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah,

penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah,

termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik

yang bersifat kontensius maupun volunteer.8

Adanya perbedaan putusan terhadap perkara gugatan sederhana

wanprestasi ekonomi syari’ah pada putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

Di mana penggugat telah mengajukan gugatan sederhana wanprestasi

ekonomi syariah, yang mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Purbalingga dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, dengan surat

gugatan tertanggal 07 Februari 2022. Kusworo dan Tursinah digugat oleh

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi.

Tergugat telah dianggap lalai dan atau cidera janji/ wanprestasi, yang mana

menurut suarat gugatan telah merugikan penggugat. 9

Seperti hal nya yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama

Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg bahwa saudara Kusworo dan

8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, (2016) hlm 4 dan 5. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/,
pada 07 November 2023, 09.50 WIB.

9 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, hlm. 1-3.
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saudari Tursinah sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan

permohonannya terhadap putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg

yang mana disebutkan menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan

cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Pembiayaan Musya>rakah.

Dalam kasus tersebut tergugat telah melakukan akad pembiayaan musya>rakah

dengan penggugat. Namun pada saat jatuh tempo pertama pada 13 Januari

2019 belum dapat mengangsur dan membagikan nisbah hingga jatuh tempo

pada tanggal 13 Desember 2021.

Atas gugatan yang telah diajukan oleh penggugat maka Pengadilan

Agama Purbalingga menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa tergugat

bersalah sehingga wajib membayarkan kerugian materiil yang diterima oleh

penggugat serta membayarkan biaya perkara selama berperkara di Pengadilan

Agama. Dalam hal ini pada awal pembayaran angsuran kepada tergugat,

penggugat tidak sama sekali membayarkan modal maupun bagi hasil kepada

penggugat hingga jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2021.

Penggugat juga telah mengeluarkan surat peringatan I, II, dan III

secara berturut-turut pada tanggal 08 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 06

September 2019, tergugat telah menunggak pembayaran sejak Januari 2019.

pada sidang tingkat pertama yang mana oleh hakim tunggal, memutuskan

bahwa mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Berdasarkan

pertimbangan hakim yang tercantum menyatakan agar para tergugat

dijatuhkan hukuman untuk membayar kerugian sebesar Rp. 140.250.680,-

(seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh
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rupiah), dimana hakim mempertimbangkan putusan tersebut melihat dari

dalil-dalil penggugat tentang adanya akad musya>rakah antara tergugat dan

penggugat yang telah dibuat dan berdasar PERMA Nomor 4 Tahun 2019

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengenai pengembalian

modal secara angsur dan proyeksi bagi hasil secara angsur setiap bulan

selama 3 tahun atau 36 bulan, dan telah diberikan surat peringatan I, II dan III

dinyatakan terbukti, namun tidak dijelaskan secara rinci pertimbangan hakim

mengenai pelaksanaan atau ketetapan yang digunakan pada akad musya>rakah

tersebut.10

Setelah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama Purbalingga

Tergugat merasa keberatan atas putusan tersebut, sehingga untuk selanjutnya

Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum keberatan ke Pengadilan

Agama Purbalingga. Atas pengajuan permohonan upaya hukum keberatan

dari Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan kembali berdasarkan

memori keberatan dan kontra memori keberatan yang telah diajukan oleh

Tergugat dan Penggugat.

Pada putusan upaya keberatan di Pengadilan Agama Purbalingga,

putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg yang mana diputuskan oleh majelis

hakim bahwasannya para tergugat hanya dijatuhkan hukuman guna

membayar kerugian sebesar Rp. 101.812.670,- (seratus satu juta delapan ratus

dua belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang mana terhitung selama 9

bulan. Di mana majelis hakim beranggapan bahwa berdasarkan pertimbangan

10 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, hlm. 17-
19.
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perhitungan kerugian termohon keberatan/penggugat oleh hakim tunggal

yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg adalah kurang tepat.

Pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah) Buku II Bab VI

tentang Ketentuan Umum Syirkah, Pasal 136 dan 137 yang menyabutkan

bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih

untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama,

masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau

kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Dan dalam pasal 137

yang menyebutkan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak

pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah

modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.11

Dan dalam hal ini oleh majelis hakim dianggap tidak sesuai dengan

prinsip ta’awun (tolong-menolong), amanah (saling percaya), dan ‘adl

(keadilan), serta dianggap memberatkan pihak pemohon keberatan/tergugat

karena memang usahanya yang mengalami kemacetan total. Oleh karena itu

majelis hakim berpendapat perhitungan proyeksi keuntungan yang lalai

dibayarkan oleh pemohon keberatan/tergugat harus dihitung sejak angsuran

bulan pertama yaitu 13 Januari 2019 sampai dengan angsuran bulan

kesembilan yaitu tanggal 13 September 2019.12

11 Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama
Tahun 2011, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, hlm. 45. Diakses dari
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id, pada tanggal 1 Oktober 2023, 13.44 WIB.

12 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.



8

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menganggkat

skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor

3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Pada Gugatan Sederhana Wanprestasi Ekonomi

Syariah Dengan AkadMusya>rakah”.

B. Definisi Operasional

1. Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana atau SCC (Small Claim Court) adalah tata cara

pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan

materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang

diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.13

2. Wanprestasi

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan cidera janji, yaitu suatu

kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana

mestinya yang telah disepakati bersama, sebagaimana yang dinyatakan

dalam suatu perjanjian atau kontrak.14 Yang dimaksudkan dalam

penelitian ini yaitu adanya pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah

kepada lembaga pembiayaan syariah.

3. Akad Musya>rakah

Musya>rakah atau Syirkah terdapat pada kompilasi hukum ekonomi

syariah, pasal 20 ayat (3) yang mana disebutkan syirkah adalah kerjasama

antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau

13 Erna Purnawati, “Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam
Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong”, hlm. 21.

14 Nanda Amalia, Hukum Perikatan (Lhokseumawe: Unimal Press, 2012), hlm. 7.
Diakses dari https://www.google.co.id/, pada 07 November 2023, 10.50 WIB.
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kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan

berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.15

Menurut Fatwa DSN-MUI musya>rakah atau syirkah yaitu akad kerja sama

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak

memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan

keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau secara

proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara

proporsional.16

4. Putusan Pengadilan Agama

Putusan yaitu keputusan atau pernyataan hakim pengadilan sebagai

pejabat negara yang diberi wewenang atas perkara gugatan berdasarkan

adanya sengketa. Setiap putusan peradilan agama harus dibuat oleh hakim

ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai

dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan agama

serta ditandatangani oleh panitera pengganti yang mengikuti sidang sesuai

penetapan panitera.17 Dalam hal ini peneliti menggunakan putusan nomor

3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg sebagai acuan untuk penelitian.

15 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 10.
16 Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah, Jakarta:2017,

hlm 2. Diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id, pada 12 November 2023, 23.35 WIB.
17 Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press,

2021), hlm 12 dan 110. Diakses dari https://jdih.situbondokab.go.id, pada tanggal 29 Agustus
2023, 11.44 WIB.
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C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan

sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan akad musya>rakah pada

Putusan perkara Nomor 3\\/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg?

2. Bagaimana perbedaan pertimbangan Hakim dalam perkara gugatan

sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan akad musy>arakah pada

Putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg perspektif hukum

ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan

gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan akad musya>rakah

pada Putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pertimbangan Hakim

dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan

akad musya>rakah pada Putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg

perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman

kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan dengan hukum ekonomi syariah

baik secara teoritis maupun praktis, diantara manfaatnya, yaitu:
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1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai bahan guna memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi

penulis dan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan

khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

b. Sabagai bahan referensi teoritis hukum, sehingga hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti dalam

permasalahan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah

khususnya pada penerapan akad musya>rakah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban

atas permasalahan yang diteliti oleh penulis secara benar sehingga

sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum.

b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pengetahuan yang

besar untuk kepentingan masyarakat secara luas terkait dengan

permasalahan perjanjian ekonomi syariah khususnya pada akad

musya>rakah yang kerap terjadi di masyarakat.

c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada lembaga

keuangan syariah atau perbankan untuk lebih melakukan pengawasan

terhadap segala transaksi yang ada dan memahami dengan betul

praktik-praktik akad dalam konsep syariah.

d. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada instansi

pemerintahan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan

penegakan keadilan.
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F. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, dalam hal ini penulis mencoba menelaah

kembali penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian

terdahulu, diantaranya yaitu:

1. Skripsi milik Alfi Yudhistira Arraafi yang berjudul “Penyelesaian Gugatan

Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan (The Settlement of Small

Claim Civil Lawsuit in the Local Court)”. Berdasarkan analisis pada

skripsi milik Alfi Yudhistira Arrafi mengenai karakteristik khusus dalam

penyelesaian gugatan sederhana, yang mana penyelesaiannya melalui

proses pembuktian, jangka waktu, dan nilai obyek gugatan berbeda dengan

pemeriksaan perkara perdata biasa yang tidak terbatas oleh jangka waktu,

nilai obyek gugatan dan proses pembuktiannya yang diperiksa oleh hakim

tunggal, putusan dari penyelesaian gugatan sederhana bersifat final and

binding yang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun kecuali upaya

hukum berupa keberatan. Mengenai perbedaan pemeriksaan perdata biasa

dengan pemeriksaan gugatan sederhana yaitu tidak adanya replik dan

duplik pada penyelesaian gugatan sederhana serta satu-satunya upaya

hukum yang dapat diajukan oleh para pihak yaitu hanya dengan upaya

hukum keberatan, hukum acara biasa tetap berlaku sebagaimana dalam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perbedaan skripsi milik Alfi Yudhistira

Arraafi dengan penelitian yang penulis yaitu pada obyeknya yang mana

pada penelitian ini penulis mengacu pada putusan suatu pengadilan agama
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dengan perkara pada suatu akad musya>rakah sedangkan pada skripsi milik

Alfi Yudhistira Arraafi hanya membahas secara rinci pada gugatan

sederhan saja.18

2. Skripsi milik Faizal Hamdi yang berjudul “Analisis Putusan Gugatan

Sederhana Perkara Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi pada Akad

Mura>bah{ah (Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor

7/Pdt.G.S/2020/PA.Btl)”. Berdasarkan hasil analisis pada skripsi ini

bahwasannya adanya wanprstasi pada akad Mura>bah{ah yang dilakukan

tergugat dan tuntutan ganti rugi dengan cara melakukan eksekusi akta

perdamaian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat sudah

berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini jika para pihak terjadi sengketa

kembali yang seharusnya para pihak dapat cara penyelesaiaannya namun

terdapat pada salah satu kesepakatan damai tersebut menyatakan bahwa

penyelesaiaan perkara tersebut hanya akan dilanjutkan berdasar pada

ketentuan pasal 1131 KUHPerdata. Adapun perbedaan antara skripsi milik

Faizal Hamdi dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam

penelitian yang penulis uraikan menganalisis mengenai akad musya>rakah

dan dalam penelitian ini tidak terdapat kesepakatan perdamaian antara

para pihak, serta adanya perbedaan pertimbangan hakim pada putusan

nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.19

18 Alfi Yudhistira Arraafi, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di
Pengadilan (The Settlement of Small Claim Civil Lawsuit in the Local Court)”, Skripsi diterbitkan
(Jember: Universitas Jember, 2016).

19 Faizal Hamdi, “Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi dan
Tuntutan Ganti Rugi pada Akad Mura>bah{ah (Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor
7/Pdt.G.S/2020/PA.Btl)”, Skripsi diterbitkan (Purwokerto:UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).
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3. Skripsi milik Ityana Zena Mumtaza yang berjudul “Penerapan Upaya

Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Purbalingga (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg)”.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada skripsi ini dijelaskan

bahwa penerapan upaya hukum keberatan pada perkara ekonomi syariah

putusan nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg telah sesuai dengan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian

Perkara Ekonomi Syariah juncto Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 juncto

Peraturan MA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana, yang mana pada gugatan keberatan yang diajukan. Sedangkan

pada penelitian ini yang penulis uraikan menganalisis mengenai upaya

hukum pada putusan awal yang diputuskan oleh hakim tungal dan upaya

keberatan yang diputuskan oleh majelis hakim, serta adanya perbedaan

pertimbangan hakim pada putusan nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg yang

mana berdasarkan hukum ekonomi syariah.20

4. Skripsi milik Ismi Nikmah Zuhriyah yang berjudul “Pertimbangan Hakim

Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan

Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Putusan Nomor

0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)”. berdasarkan hasil analisis yang telah

dilakukan pada skripsi ini dijelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim

dalam memeriksa, dan mengadili putusan Perkara Nomor

0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg yaitu dengan menggunakan Peraturan

20 Ityana Zena Mumtaza, “Penerapan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Putusan Nomor
3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg)”, Skripsi diterbitkan (Semarang: UNISSULA, 2022).
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Perundang-Undangan, Surah Al-Ma’idah ayat 1, dan Hadist. Dari berbagai

pertimbangan tersebut maka hakim memutuskan mengabulkan sebagian

gugatan penggugat karena dinilai tepat dan efektif dalam penyelesaian

perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah dengan gugatan

sederhana dengan waktu penyelesaian yang lebih tepat.21 Sedangkan

dalam penelitian yang penulis sedang analisis adanya perbedaan

pertimbangan hakim yang tertera pada suatu putusan perkara Nomor

3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, penulisan hukum ini menekankan pada

Perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI, dan pada KHES (Kompilasi

Hukum Ekonomi Syari’ah).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana melakukan penelitian.

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan

penelitian.22 Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, yaitu sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (Library

Research). Studi pustaka (library research) yaitu pengkajian informasi

tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan

dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum

21 Ismi Nikmah Zuhriyah, “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Putusan
Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)”, Skripsi diterbitkan (Purwokerto:UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri, 2023).

22 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
(Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm. 2.
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normatif.23 Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data dan

informasi tertulis yang mendukung, serta dianggap relevan dengan

penelitian ini.

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu

menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan kasus (case

approach). Yuridis Normatif yaitu pendekatan berdasarkan perundang-

undangan serta hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

berdasarkan bahan pustaka dan data sekunder, khususnya pada Putusan

Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif yang akan digunakan pada

penelitian ini, yaitu data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas

peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan

dokumentasi resmi Negara.24 Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu

hal-hal yang berkaitan dengan dasar hukum dan hal-hal yang menjadi

pertimbangan hakim untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi pada

suatu perkara.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian

ini, yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

23 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Tim Mataram University Press,
2020), hlm. 39.

24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 59.
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Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor

4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,

Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah,

salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor

3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder yaitu berupa

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi. Dapat disimpulkan bahan hukum sekunder, adalah

bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

seperti buku-buku, hasil penelitian dalam jurnal atau artikel, atau

pendapat para pakar di budang hukum.25

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber sekunder

berupa buku-buku, jurnal, situs internet, artikel, serta website yang

berhubungan dengan penelitian mengenai pertimbangan hakim dan

akad musy>arakah.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan

data berupa studi pustaka (library research) dan studi dokumen. Studi

pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari

pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisis melalui

referensi yang relevan denga penelitian, serta memperkuat informasi guna

25 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 61-60.
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membandingkan perbedaan dan persamaan antara teori dan praktek yang

sedang diteliti.

Studi dokumen didapatkan dengan pengkajian dokumen secara

tertulis mengenai produk hukum yang tidak dipublikasikan secara luas,

yamg mana dapat diartikan hanya pihak tertentu yang memiliki akses

secara penuh. Pada penelitian ini studi dokumen yang dimaksud adalah

mengkaji Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor

3/Pdt.G.S/2022/PA. Pbg.

4. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis melakukan penataan secara

sistematis terhadap data atau informasi yang terkumpul berdasarkan hasil

pendekatan kasus, dokumen dan lainnya dengan cara mengklasifikasikan.26

Teknik analisis data yang akan digunakan penulis, yaitu analisis kualitatif

dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan

hukum yang telah diolah.27

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan proposal skripsi ini, terdiri dari 5 bab dan

sub-bab disertai dengan uraian permasalahan dan materi yang akan dibahas

pada setiap bagian berdasarkan penelitian yang telah dirumuskan. Maka

dalam penulisan ini perlu kiranya menuangkan sistematika penulisan sebagai

berikut:

26 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, hlm. 93.
27 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 68.
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Bab I memuat tentang pendahuluan, yaitu terdiri atas latar belakang

masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat pembahasan mengenai definisi atau tinjauan umum

mengenai wanprestasi, musya>rakah, gugatan sederhana dalam sengketa

ekonomi syariah, proses hukum dalam putusan Pengadilan Agama.

Bab III memuat pembahasan mengenai deskripsi putusan Pengadilan

Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg

Bab IV memuat tentang hasil analisis penelitian. Pada bab ini, penulis

menguraikan mengenai pertimbangan Hakim serta perbedaan pertimbangan

Hakim dalam memutuskan perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi

syariah dengan akad musya>rakah pada Putusan perkara Nomor

3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V berisikan penutup. Yang mana pada bab ini terdapat

kesimpulan dari analisis yang telah dibuat guna menjawab pokok

permasalahan, dan saran-saran dari hasil penelitian.



20

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANGWANPRESTASI, AKADMUSYA<RAKAH,

DAN GUGATAN SEDERHANA

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan cidera janji ataupun

breach of contract, yaitu suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu

prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati

bersama, sebagaimana yang dinyatakan dalam suatu perjanjian atau

kontrak.28 Adapun penjelasan mengenai wanprstasi yang dalam bahasa

Belanda disebut wanprestatie menurut kamus hukum yaitu suatu keadaan

di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi

kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian dan semuanya

itu dapat dipersalahkan kepadanya.29 Wanprestasi dapat terjadi apabila

adanya kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan

memaksa (overmacht).

2. Dasar Hukum

Tercantum dalam Pasal 1238 KUH Perdata “Si berutang adalah

lalai, apabla ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu

telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini

28 Nanda Amalia, Hukum Perikatan (Lhokseumawe: Unimal Press, 2012), hlm. 7.
Diakses dari https://www.google.co.id/, pada 07 November 2023, 10.50 WIB.

29 Viswandro, Kamus Istilah Hukum (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 188.
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menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan

lewatnya waktu yang telah ditentukan”

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali;

b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;

c. Wanprestasi berupa tidak sempurna atau tidak sebagaimana mestinya

dalam memenuhi prestasi;

d. Debitur memenuhi prestasi, namun melakukan yang dilanggar dalam

perjanjian.30

4. Hal-Hal yang Mengikat Dalam Wanprestasi

a. Perikatan tetap ada, di mana kreditur dapat menentukan kepada debitur

pelaksanaan prestasi, apabila debitur terlambat memenuhi prestasi. Di

sisi lain, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan

melaksanakan prestasinya.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur, seperti yang

terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul

setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan

besar dari pihak kreditur.

30 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, hlm. 292.
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d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, dengan menggunakan

Pasal 1266 KUH Perdata kreditur kreditur dapat membebaskan diri dari

kewajibannya memberikan kontrak prestasi.31

B. AkadMusya>rakah

1. PengertianMusya>rakah

Musya>rakah atau syirkah secara etimologi yaitu pencampuran

antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan

menurut istilah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha

tertentu dengan modal yang ditetapkan dengan perjanjian untuk bekerja

sama dalam usaha tersebut dan membagi keuntungan dan kerugian dalam

bagian tertentu.32 Pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Buku II Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 20 ayat (3) menyebutkan

bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal

permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-

pihak yang bersangkutan.

Dan pada Bab VI tentang Ketentuan Umum Syirkah, Pasal 136

menyebutkan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik

modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal

yang tidak sama, masing-masig pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan

keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

Serta dalam Pasal 137 yang mana menyebutkan bahwa kerjasama dapat

31 Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar
Grafika, 2003), hlm. 99.

32 Fahrurrozi, Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah, hlm. 20.
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dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan

usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntunga atau

kerugian idbagi sama.33

Menurut Fatwa DSN-MUI musy>arakah atau syirkah yaitu akad

kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana

setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan

ketentuan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau

secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak

secara proporsional.34 Maka dapat diartikan bahwa musya>rakah atau

syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha

tertentu yang mana para pihak memberikan modal dan masing-masing

pihak berpartisipasi dalam usaha tersebut, serta keuntungan dan kerugian

ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.

33 Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (2011), hlm. 10 dan 45. diakses dari
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id, pada tanggal 24 Agustus 2023, 21.48 WIB.

34 Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah, Jakarta:2017,
hlm 2. Diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id, pada 12 November 2023, 23.35 WIB.
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Gambar 1.1
Skema PembiayaanMusya>rakah

2. Dasar HukumMusya>rakah

a. Al-Qur’an

Adapun dasar hukum dalam al-Qur’an yang membolehkan akad

kerja sama yaitu:

يْ َُ ُُ يْ نَّ يْ
ِِ ّنبي نْْ نَآءِ نَُ اخي نَ ِِّ رنثِرييا وناِنب

هِۗ جِ ِِنْا لٰ اِ نَ ِِ نَ يْ نِّ نَالِ ُُ َِ نَ نَنَمن يْ نْقن نِالن

ُۗ �نِّّنبَ نَبَنا دناوُدُ بَ نَ ون
ه
يْ ُُ بِا لَ نَِِْ ون بْاحِناتِ اْ نَمَُِوا ون نَُِّويا ال نَ يُ ِِ ابْ اِبّ ضٍ يْ نَّ نَنَى

بن وننَنَ يْا رنارِ ونخنمب رنبَُۗ نَمن يِ ِّن �نااي
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat
itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang
saleh dan amat sedikitlah mereka ini. (Q.S. S{a>d: 24)35

35 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Q.S. S{a>d (38): 24.
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b. Hadits

نُّقُولُ: بّن ا "إِنب نْ: بَ ونان ِۗ نَنَيْ بُّ ا صنبَى ِّ اْبَِّ نٰ إ ُۗ ُْ نُّمي�نّ ُۗ نَيَ بُّ ا ِْ ِِ رن ُُمنيُّمنةن نَِِ يَ نَ
ا" من َِ نَّيَِْ يَ ِِ ُُ خنمنجي خنانُِۗ �نِِذنا ،ُۗ صناحِبن منُا ُْ نَحن يَ خنُ نِامني ، ِ اْشبمُِكنني ُُ ِْ نَ نَ نَ
Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT
berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi)
bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah
seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronya.
Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan
keluar dari mereka (tidak melindungi).” (HR. Abu Daud no.
2936, dalamkitab al-Bayu, dan al-Hakim)36

Hadits diatas menjelaskan bahwa jika dua orang melakukan

kerjasama dalam suatu usaha, maka Allah SWT. ikut menemani dan

memberikan berkah-Nya, selama salah satunya atau kedua tidak ada

yang mengkhianati kerjasama tersebut.

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata,

“Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musya>rakah

secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa

elemen darinya.”37

3. Syarat dan RukunMusya>rakah

a. SyaratMusy>arakah

Dalam penerapan akad musya>rakah adapun syarat-syarat, yaitu

sebagai berikut:

1) Baik pemilik modal maupun pengelola keduanya cakap hukum;

36 Syafri Muhammad Noor, Hadits Syirkah dan Mudharabah (Jakarta: Rumah Fiqih
Publishing, 2019), hlm. 9-10.

37 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema
Insani, 2001), hlm. 91.
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2) Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung atau terukur;

3) Porsi pembagian keuntungan disepakati secara bersama.38

b. RukunMusya>rakah

Menurut pendapat hanafiyah, rukun syirkah hanya ada satu yaitu

shighat (ijab dan kabul) karena shighat yang menjadikan adanya

transaksi syirkah. Adapun rukun syirkah menurut mayoritas para ulama

yang berpendapat bahwa ada empat rukum syirkah yaitu:

1) Ijab-qabul (sighat), yaitu adanya kesepakatan antara dua belah pihak

yang bekerjasama/bertransaksi.

2) Dua pihak yang berakad (‘aqidani) dan memiliki

kemampuan/kecakapan dalam melakukan pengelolaan harta.

3) Objek aqad (mahal) atau disebut juga ma’qu>d alaihi, yaitu yang

mencakup modal atau pekerjaan.

4) Nisbah bagi hasil.39

4. Macam-Macam AkadMusya>rakah

Secara umum terdapat dua bentuk musya>rakah atau syirkah, yaitu:

a. Syirkah hak milik (syirkatul amlak) yaitu dua orang atau lebih yang

memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad syirkah.

Syirkah hak milik ternagi menjadi dua, yaitu Syirkah ikhtiyar dan

Syirkah jabar.

38 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah:
Konsep, Produk dan Implementasi Operasional (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 181.

39 Taufiqur Rahman, Buku Ajar: Fiqih Muamalah Kontemporer (Lamongan: Academia
Publication, 2021), hlm. 127.
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b. Syirkah transaksi (syirkatul uqud). Syirkah transaksi yaitu akad yang

disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri didalam sebuah

perikatan modal juga keuntungannya dan kerugian. Jenis syirkah dalam

syirkatul uqud ada lima, yaitu:

1) Syirkah Inan, yaitu kerjasama bisnis yang dilakukan dua orang atau

lebih, dimana masing-masing menyertakan modal dan sekaligus

menjadi pengelolanya, kemudia keuntungan dibagi berdasarkan

kesepakatan.

2) Syirkah Wujuh, yaitu kerjasama antara dua orang dengan modal dari

pihaklain diluar kedua orang tersebut.

3) Syirkah ‘abdan, yaitu kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih

yang mengandalkan tenaga atau keahlian orang-orang yang

melakukan akad syirkah.

4) Syirkah mudharabah, yaitu akad yang mengharuskan ada dua pihak,

pihak pemilik modal dan pihak pengelola.

5) Syirkah Mufawadah, yaitu ganungan dari berbagai jenis syirkah.40

C. Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memuat tata cara Perundang-

undangan Indonesia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

40 Fahrurrozi, Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah… hlm. 21-22.
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2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Povinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengadilan Agama merupakan salah satu instansi di bawah naungan

Mahkamah Agung yang diberi kewenangan untuk menangani sengketa

ekonomi syariah, adapun pembahasan mengenai sengketa ekonomi syariah,

yaitu:

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1)

tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah yaitu yang dimaksud

ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang

perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak

berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat

komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dan pada Pasal 1 ayat (4) mengenai perkara ekonomi syariah

adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga

keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana

syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas

syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga

keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan
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shadaqah yang bersift komersial, baik yang bersifat kontensius maupun

volunteer.41

2. Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Islam

Perkembangan lembaka keuangan syari’ah atau perbankan syari’ah

di Indonesia yang semakin pesat, membantu perputaran perekonomian di

negara ini dalam berbagai bidang usaha. Hal tersebut juga menimbulkan

berbagai macam permasalahan atau sengketa antara lembaga keuangan

atau pelaku usaha dengan masyarakat.

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi, lembaga keuangan atau

para pelau usaha memiliki berbagai pilihan dalam menyelesaikan sengketa

tersebut melalui lembaga penyelesaiaan sengketa. Di Indonesia memiliki

beberapa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa

ekonomi syari’ah, yaitu seperti Pengadilan Agama, Badab Arbitrase

Syari’ah Nasional, dan Pengadilan Negeri. Sengketa ekonomi syari’ah

dapat meningkat seiring dengan tingkat kerja sama masyarakat dalam

transaksi ekonomi.

Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. UU No. 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur kewenangan

lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian pada tahun

41 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, (2016) hlm 4 dan 5. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/,
pada 07 November 2023, 09.50 WIB.
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2006 lahir UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama.

Pada tahun 2008, UU Perbankan Syariah menciptakan peradilan

umum untuk membantu menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Badan

Arbitrase Syari’ah (Basyarnas) sebagai pengganti BAMUI telah berjalan

sejak tahun 1993 berdasarkan SK MUI No. Kep.392/MUI/V/1993 yang

kemudian direvisi dengan SK No. Kep.09/MUI/XII/2003.42

Dalam hukum Islam, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para

pihak untuk menyelesaikan sengketa muamalah disebut al-Shulhu. Upaya

perdamaian ini dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa sendiri atau

oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam

proses al-Shulhu. Penenarapan al-Shulhu terjadi di luar pengadilan, di

mana para pihak sepakat untuk tidak menggunakan jalur hukum untuk

menyelesaikan sengketa mereka, sesuai dengan Q.S. H{ujura>t ayat 9.43

3. Gugatan Sederhana

Gugatan yaitu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua

pengadilan yang berwenang, dalam suatu gugatan memuat tuntutanhak

yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar

landasan pemeriksaan perkara serta suatu pembuktian kebenaran suatu

42 Yusup Hidayat, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2020), hlm. 2-3.

43 Muhammad Heri Ardiyanto dan Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, “Sengketa Ekonomi
Syariah di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Al-Ahulhu”. Diakses dari https://www.pa-
surakarta.go.id/267-kolom-literasi/678-sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadilan-agama-di-tinjau-
dari-al-shulhu.html, pada 21 Desember 2023, 22.30 WIB.
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hak.44 Mulanya gugatan sederhana terbentuk karena ketidakcukupan

struktur sistem peradilan yang ada. Pada saat itu prosedur peradilan

perdata terlalu rumit bagi para pekerja dan pebisnis yang memiliki usaha

kecil dan menengah, karena adanya penundaan dan biaya yang cukup

mahal, serta membuat hampir tidak mungkin bagi para penggugat

menggunakan sistem pengadilan untuk menagih hutang kecil tanpa

menggunakan kuasa hukum, maka dari itu untuk menanggulangi

permasalahan tersebut dibuatlah sistem pengadilan gugatan sederhana

supaya mempermudah.45

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 yang kini telah

dilakukan perubahan menjadi PERMA No. 4 tahun 2019 tentan Prosedur

dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana atau

SCC (Small Claim Court) adalah tata cara pemeriksaan di persidangan

terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara

dan pembuktiannya sederhana.46 Hakim yang memeriksa gugatan

sederhana ini merupakan hakim tunggal. Dalam proses pemeriksaan,

hakim menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat gugatan yang diatur

dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kemudian hakim juga menilai sederhana atau

tidaknya pembuktian dari gugatan tersebut.

44 Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press,
2021), hlm. 29.

45 Arthur Bestf, dkk, “Peace, Wealth, Happines, and Smal Claim Courts” A Case Study,”
Fordham Urban Law Jurnal Vol. 21 No. 2 (1994), hlm. 346-348.

46 Erna Purnawati, “Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)…”, hlm. 21.
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Adapun syarat untuk mengajukan gugatan sederhana dalam

pengadilan antara lain, yaitu:

1. Penggugat adalah orang perseorangan atau yang cakap hukum/badan

hukum;

2. Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak

tergugat;

3. Penggugat dan tergugat berbeda dalam domisili atau daerah hukum

yang sama;

4. Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan ha katas tanah ataupun

perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-

undangan;

5. Nilai gugatan yang diajukan atas kerugian paling banyak Rp

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).47

Dalam penyelesaian gugatan sederhana, adapun tahapan-

tahapannya yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2015,

sebagai berikut:

47 Bambang Sugeng Ariadi dan Zahry Vandawati C., Problematika Pelaksanaan
Penyelesaian Gugatan sederhana guna Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata: Suatu Kajian
Small Claim Court (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 16.
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Gambar 1.2
Skema Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana

D. Proses Hukum dan Putusan Pengadilan Agama

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan bagian dari pengaturan di dalam hukum

acara perdata maupun hukum acara pidana, Upaya hukum dalam kamus

hukum diartikan sebagai suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang

kepada semua pihak yang berperkara di pengadilan untuk mengajukan

perlawanan terhadap suatu putusan Hakim.48 Adapun menurut Sudikno

Mertokusumo, upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau

memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.49

Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum merupakan upaya setiap

orang yang merasa dirugikan hak atau kepentingannya guna memperoleh

48 M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer (Jakarta:
Sinar Grafika, 2015), hlm. 177.

49 Saharuddin A. Tappu, dkk, Hukum Acara Peradilan Agama (Purbalingga: Eureka
Media Aksara, 2023), hlm. 145.
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keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum dengan cara-cara yang

telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Macam-Macam Upaya Hukum

Pada dasarnya uapaya hukum terbagi menjadi dua, yaitu upaya

hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan

kembali). Adapun beberapa macam upaya hukum dalam suatu

penyelesaian perkara di suatu pengadilan, yaitu sebagai berikut:

a. Upaya hukum verstek

Yaitu suatu upaya hukum yang mana putusannya dijatuhkan

oleh hakim tanpa kehadiran tergugat dan ketidakhadirannya itu tanpa

alasan yang sah dan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

(default without reason).50

b. Upaya hukum banding

Yaitu permohoman dari salah satu pihak yang berperkara agar

penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama dapat

diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan

Tinggi Agama. Upaya hukum ini dilakukan agar perkara yang telah

diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh

pengadilan yang lebih tinggi karena pihak yang mengajukan belum

puas dan tidak menerima keputusan pengadilan tingkat pertama.51

50 Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama, hlm. 131.
51 Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama, hlm. 136.
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c. Upaya hukum kasasi

Upaya hukum kasasi adalah permohonan guna pembatalan

terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama, atau terhadap

putusan pengadilan tingkat banding ke Mahkamah Agung di Jakarta

melalui pengadilan tingkat pertama yang mulanya memutus, karena

adanya alasan tertentu dalam waktu dan dengan syarat-syarat tertentu.52

d. Upaya peninjauan kembali

Peninjauan kembali (PK) yaitu upaya hukum luar biasa pada

suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap,

ketentuannya diatur dalam Bab IV, bagian ke 4 UU No. 14 Tahun 1985.

Kewenangan setiap pemeriksaan PK jatuh menjadi kewenangan

Mahkamah Agung (MA), apabila MA telah menjatuhkan putusan

terhadap perkara PK, putusan bersifat final tidak ada upaya hukum yang

lain ketentuan sangat rasional dan logis.53

e. Upaya hukum keberatan

Upaya hukum keberatan hanya dapat digunakan dalam gugatan

sederhana, diatur dalam Pasal 21 PERMA Tentang Gugatan Sederhana.

Batas waktu dari pengajuan permohonan keberatan yaitu paling lambat

7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan

putusan.54

52 Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama, hlm. 145.
53 Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama, hlm. 163-164.
54 Emna Aulia, Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana

(Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 91.
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3. Putusan dan Pertimbangan Hakim

Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam

kewenangan peradilan agama yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006

tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Dan disebutkan dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman Pasal 13 ayat (2) bahwasanya putusan pengadilan hanya sah

dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum.

Dalam praktek peradilan, prinsip-prinsip peradilan yang leluasa

atau bebas tidak senantiasa konsisten diterapkan serta dilaksanakan. Kerap

terjadi kesenjangan dalam vonis terhadap suatu perkara, sehingga

bermunculan issu yang kerapkali timbul seperti, mafia peradilan dan

konspirasi. Maka dari itu aparat penegak hukum khususnya hakim menjadi

titik sentral dalam proses penegakan hukum yang harus memberikan

teladan dalam menjalankan hukum dan Undang-Undang sesuai dengan

yang telah ditetapkan.

Menurut bahasa putusan yaitu hasil atau kesimpulan akhir dari

suatu pemeriksaan perkara. Dalam bahasa Belanda disebut uitspraak van

de rechter, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut verdict. Dalam hal ini

mengarah kepada putusan pengadilan yang mana dapat diartikan sebagai
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pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

diatur dalam KUH Perdata.55

Putusan sangat penting dalam penyelesaian perkara karena putusan

merupakan titik tengah dan hasil akhir dari perselisihan. Meskipun

masing-masing doktrina tidak mendefinisikan putusan dengan cara yang

sama, tetapi terdapat inti dari definisi mereka semua yang sama.

Adapun definisi putusan yaitu keputusan atau pernyataan hakim

pengadilan sebagai pejabat negara yang diberi wewenang atas perkara

gugatan berdasarkan adanya sengketa. Setiap putusan peradilan agama

harus dibuat oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut

memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat

oleh ketua pengadilan agama serta ditandatangani oleh panitera pengganti

yang mengikuti sidang sesuai penetapan panitera.56

Maka dapat disimpulkan bahwasannya putusan merupakan putusan

pengadilan tingkat pertama yang mana memuan kesimpulan berdasarkan

pemeriksaan suatu perkara yang ditetapkan oleh hakim dalam suatu

persidangan.

a. Jenis Putusan

1) Putusan Sela

Putusan sela atau putusan yang bersifat sementara bukan

merupakan putusan akhir, seperti yang disebutkan dalam Pasal 185

55 Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum Populer (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2016), hlm. 342-343.

56 Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press,
2021), hlm 12 dan 110. Diakses dari https://jdih.situbondokab.go.id, pada tanggal 29 Agustus
2023, 11.44 WIB.
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ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Putusan tersebut bertujuan untuk

mempermudah perkara yang akan dihadapi.

Putusan ini diucapkan secara terpisah sebelum putusan akhir,

tetapi putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan

hanya ditulis pada berita acara persidangan. Jika pihak yang

berperkara menginginkan putusan sela, hakim hanya dapat

memberikan salinan asli dari berita acara tersebut dengan membayar

biayanya. Dalam teori dan praktiknya, putusan sela terbagi menjadi

beberapa macam, yaitu putusan preparatoir, putusan interlocutoir,

putusan incidenteel, putusan provisioneel.57

2) Putusan Akhir

Putusan akhir yaitu suatu pernyataan yang diucapkan oleh

Hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk

membuat keputusan, tujuan dari putusan ini adalah untuk mengakhiri

atau menyelesaikan perkara atau sengketa yang telah diajukan ke

pengadilan oleh masing-masing pihak yang berperkara.58

Dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pelaksnaan

putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh ketua pengadilan

dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Dan ketua

57 Nandang Sunandar, Eksekusi Putusan Perdata (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia,
2021), hlm. 27-28. Diakses dari
https://www.google.co.id/books/edition/Eksekusi_Putusan_Perdata/zBWfEAAAQBAJ?hl=id&gbpv
=1, pada tanggal 15 Desember 2023, 21.30 WIB.

58 Nandang Sunandar, Eksekusi Putusan Perdata, hlm. 31.
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pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu

pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang

untuk itu, yang diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk

menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau masalah antar dua

pihak. Putusan bukan hanya diucapkan, tetapi juga pernyataan yang ditulis

dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.59 Putusan tidak

hanya diucapkan, tetapi juga pernyataan yang ditulis ddan diucapkan oleh

hakim dalam persidangan.

Secara istilah al-‘aqd dirtikan sebagai kontrak atau perjanjian

dalam hukum perdata Islam. Dapat diartikan secara umum, akad adalah

setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk

dipenuhi, baik sebagai perbandingan kewajiban yang lain, seperti jual beli

dan semacamnya. Pengertian kontrak disebutkan pula di dalam UU No. 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, UU No. 19 Tahun 2008 tentang

SBSN, dan KHES.60 Pasal 1 ayat (13) UU Perbankan Syaria’ah

menyebutkan “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau

UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-

masing pihak sesuai dengan Prnsip Syariah.”61 Dapat diartikan

bahwasanya kebebasan berkontrak yaitu kebebasan para pihak untuk

59 Salis Alfian Wijaya, “Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim”. Diakses dari
https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/, pada tanggal 31
Agustus 2023, 16.10 WIB.

60 Yasardin, Asas Kebebasan Berkontrak Syariah (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 4-10.
61 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hlm 4.



40

mengadakan atau tidak mengadakan sebuah perjanjian, bebas dengan siapa

saja dalam megadakan perjanjian, dan memiliki kebebasan dalam

menentukan isi dan bentuk perjanjian yang dibuat.

Dalam suatu kontrak atau perjanjian pasti mempunyai acuan atau

dasar dalam membuat suatu kontrak tersebut, yang biasa disebut dengan

asas. Asas secara etimologi berasal dari bahasa Arab (asâs) yaitu berarti

dasar, asas, fondasi, prinsip, dan aturan. Dalam KBBI, asas berarti dasar.62

Adapun asas public policy atau asas ketertiban umum, menurut Sudargo

Gautama ketertiban umum diartikan sebagai sesuatu yang dianggap

bertentangan dengan ketertiban umum suatu negara, apabila di dalamnya

terkandung suatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi

dan nilai-nilai asasi sistem hukum dan kepentingan nasional suatu

bangsa.63

Dan dalam berkontrak atau perjanjian, adapun asas

unconscionability atau asas keseimbangan yaitu keseimbangan posisi para

pihak yang membuat kotrak atau perjanjian.64 Asas tersebut merupakan

salah satu asas hukum kontrak yang diterapkan khususnya di negara-

negara penganut prinsip common law. Apabila dalam suatu kontrak atau

perjanjian terdapat unsur yang bertentangan dengan asas tersebut, maka

62 Yasardin, Asas Kebebasan Berkontrak Syariah, hlm. 69.
63 Suleman Batubara dan Orinton Purba, Arbitrase Internasional (Jakarta: Raih Asa

Sukses, 2013), hlm. 151.
64 Muhammad Dzikirullah H. Noho, Hukum Kontrak: Asas Keseimbangan Dalam

Kerjasama Build Operate Transfer (BOT) Bidang Pasar (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022),
hlm. 9.
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pengadilan dapat menolak berlakunya suatu kontrak yang dianggap tidak

adil atau perjanjian yang memberatkan.65

65 R M T Kurniadihardja, "Tinjauan Terhadap Asas Unconscionability Dan
Penerapannya Dalam Kontrak Bidang Pertambangan Di Indonesia", Lex Jurnalica, Vol 3 No.2
(2006), hlm. 75–80. Diakses dari https://www.neliti.com/publications/17925/tinjauan-terhadap-
asas-unconscionability-dan-penerapannya-dalam-kontrak-bidang-p, pada 22 Desember 2023,
02.00 WIB.
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BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

NOMOR 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg

A. Deskripsi Sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg

Sengketa yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga,

perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg merupakan sengketa ekonomi

syari’ah yang mana berupa perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi.

Kusworo dan Tursinah telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap

KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga cabang Segamas dalam perjanjian

pembiayaan musya>rakah. Dimana penggugat telah mengajukan gugatan

sederhana wanprestasi ekonomi syariah, yang mana telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor

3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, dengan surat gugatan tertanggal 07 Februari 2022.

Pada tanggal 13 Desember 2018 KSPPS BMT Mentari Bumi

(penggugat) dengan Kusworo dan Tursinah (tergugat I dan II) melakukan

perjanjian akad pembiayaan musya>rakah, dengan isi akad bahwa penggugat

memberikan pembiayaan kepada tergugat sebesar Rp. 89.000.000,-

(delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk memenuhi sebagian tambahan

modal usaha pembuatan peralatan fitnes yang beralamat di Purbalingga.

Telah disepakati dengan jumlah keseluruhan modal Rp. 128.305.000,-

(seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari
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modal BMT sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah)

dan anggota memiliki modal sebesar Rp. 39.305.000,- (tiga puluh sembilan

juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang masing-masing merupakan penjumlahan

modal tersebut 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen).

Dengan kesepakatan yang mana jangka waktu pembiayaan tersebut

selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau setara dengan 3 tahun. Terhitung

sejak tanggal surat perjanjian tersebut ditandatangani kedua belah pihak, yaitu

sejak tanggal 13 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 13 Desember

2021, anggota sudah harus melunasi. Penggugat dan tergugat telah sepakat

bahwa Nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah 14,19% (empat

belas koma sembilan belas persen) dari keuntungan diperuntukan bagi KSPPS

BMT Mentari Bumi dan 85,81% (delapan puluh lima koma delapan puluh

satu persen) dari keuntungan yang diberikan untuk anggota.

Bahwa setelah dilaksanakannya relisasi pembiayaan pada tanggal 13

Desember 2018, pada jatuh tempo angsuran pertama tertanggal 13 Januari

2019. Tergugat tidak membayarkan modal dan bagi hasil kepada penggugat,

hingga Desember 2021 tergugat telah lalai tidak mengembalikan modal dan

bagi hasil. Penggugat juga telah mengeluarkan surat peringatan I, II, dan III

secara berturut-turut pada tanggal 08 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 06

September 2019, tergugat telah menunggak pembayaran sejak Januari 2019.

Yang mana perbuatan tergugat dianggap telah melakukan cidera janji/ingkar

janji/wanprestasi karena tidak dipenuhinya kewajiban tergugat sesuai dengan
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perjanjian yang telah dibuat, penggugat merasa dirugikan secara materiil

yaitu sesuai dengan Akad PembiayaanMusya>rakah No. 001/461-13/12/18.

Sehingga penggugat menanggung kerugian dengan perincian; sisa

modal Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah), tunggakan bagi

hasil Rp. 51.250.680,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu enam

ratus delapan puluh rupiah) denda keterlambatan Rp. 475.000,- (empat ratus

tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya kunjungan/penagihan Rp. 475.000,-

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp.

141.200.680,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus

delapan puluh rupiah), sengketa kedua belah pihak diselesaikan di Pengadilan

Agama Purbalingga.

Dan kemudia tergugat merasa keberatan atas gugatan yang diajukan

oleh penggugat, yang mana telah dijatuhkan putusannya oleh hakim tunggal.

Kemudian tergugat mengajukan upaya hukum keberatan tertanggal 21 Maret

2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga

pada tanggal 21 Maret 2022, dengan Register Nomor

3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, dan telah mengajukan memori keberatan.66

66 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalinga No. 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.
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B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Tentang Sengketa Wanprestasi dalam

AkadMusya>rakah

Dalam memutuskan perkara sengketa wanprestasi ekonomi syariah

dalam akad pembiayaan Musya>rakah perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA/Pbg

Hakim Pengadilan Agama Purbalingga menggunakan beberapa pertimbangan

hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat telah terjadi perbuatan cidera

janji/ingkar janji/wanprestasi oleh para tergugat terhadap pembayaran atas

pembiayaan Musya>rakah No. 001/461-13/12/18, tertanggal 13 Desember

2018. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Akad Pembiayaan Musya>rakah Nomor

Akad Pembiayaan Musya>rakah No. 55/507-1/10/17, para pihak sepakat

bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama

Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan

relative Pengadilan Agama Purbalingga.

Pokok perkara yang terjadi antara penggugat dan tergugat berdasarkan

pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini, telah ternyata bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-

unsur gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3)

Peraturan Mahkamah RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Jo. Pasal 3 dan 4 Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
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Gugatan Sederhana yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 4 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa secara materil, dalil Penggugat tentang adanya

akad pembiayaan berdasarkan prinsip musya>rakah antara Penggugat dan

Tergugat, jumlah dan nisbahnya, macetnya pembayaran angsuran oleh

Tergugat, telah diberinya 3 kali peringatan disaksikan, didengar langsung dan

dialami langsung oleh kedua saksi Penggugat. Oleh karena itu patut jika

Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat tentang adanya akad

pembiayaan musya>rakah antara Penggugat dan Tergugat dengan total modal

usaha pembuatan peralatan fitnes Rp.128.305.000,- yang terdiri dari modal

Penggugat sebesar Rp.89.000.000,- modal Tergugat sebesar Rp.39.305.000,

pengembalian modal Penggugat yang dibayar secara angsur setiap bulan oleh

Tergugat sebesar Rp.2.472.222,- dan proyeksi bagi hasil dibayar secara

angsur setiap bulan sebesar Rp.1.423.630, dengan tenor 3 tahun pelunasan,

dan telah diberinya Surat Peringatan I, II dan III kepada Tergugat,

dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang biaya

kunjungan/penagihan akibat keterlambatan pembayaran sesuai dengan

peraturan KSPPS BMT Mentari Bumi yang dituangkan ke dalam Akad

Musya>rakah Pasal 5 ayat 5, yakni dengan biaya kunjungan/penagihan sebesar

Rp.25.000,- atau seluruhnya sejumlah Rp.475.000, menurut Hakim

perjanjiannya adalah sah, namun faktanya kedua saksi Penggugat hanya

menyebutkan masing-masing 3 kali melakukan kunjungan/penagihan, itupun
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ada yang bersama-sama melakukan kunjungan/penagihan, olehnya angka

Rp.475.000,- menunjukkan bahwa kunjungan/penagihan telah dilakukan

sebanyak 19 kali bukan 5 atau 6 kali. Juga Pasal yang seharusnya dijadikan

dasar adalah Pasal 9 ayat 4 Akad Musya>rakah ini, bukan Pasal 5 ayat 5.

Berdasarkan fakta tersebut maka patut jika Hakim menyatakan bahwa dalil

Penggugat tentang hal ini tidak terbukti.

Pada upaya hukum keberatan yang mana telah diajukan oleh pemohon

keberatan/tergugat, tertanggal 21Maret 2022, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 21 Maret 2022,

dengan Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, telah mengajukan memori

keberatan. Berdasarkan pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, keberatan

dari pemohon keberatan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,perhitungan

kerugian termohon keberatan/penggugat oleh hakim yang mengadili perkara

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg sebesar Rp140.200.680,- yang perinciannya

per Oktober 2020 sebagai berikut: sisa modal Rp89.000.000,- tunggakan bagi

hasil Rp51.250.680,- adalah kurang tepat karena tidak sesuai dengan prinsip

ta’awun (tolong-menolong), amanah (saling percaya) dan ‘adalah (keadilan),
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Hal mana penting bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka menjaga

hubungan baik dan berkelanjutan dengan nasabahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Majelis Hakim memperbaiki amar putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg

tanggal 14 Maret 2022 dengan menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat I

dan Turut Termohon Kebertan/Tergugat IIuntuk membayar sebesar

Rp101.812.670,00 dengan rincian: sisa modal Rp 89.000.000, dan tunggakan

bagi hasil sebesar Rp1.423.630,00 x 9 bulan = Rp. 12.812.670,- kepada

Termohon Keberatan/Penggugat.67

C. Isi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor

3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad

Musya>rakah

Berdasarkan pertimbangan melalui pembuktian-pembuktian yang ada

pada saat persidangan, dalam persidangan Hakim Tungal Pengadilan Agama

Purbalingga pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi/ 11 Sya’ban 1443

Hijriah, oleh Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan

Sudin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut.

Di mana perkara ini diajukan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi, yang

berkedudukan di Jalan Raya Panican No. 101 Kecamatan Kemangkon,

Kabupaten Purbalingga. Sebagai Penggugat. Dalam hal ini diwakili oleh H.

Khasan Sumargo, S.Pd., yang berkedudukan sebagai Pengurus KSPPS BMT

Mentari Bumi.

67 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalinga No. 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.
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Selanjutnya Kusworo sebagai Tergugat I, umur 40 tahun, pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tingal di Metenggeng Rt. 17 Rw. 09 Kecamatan

Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Dan Tursinah sebagai Tergugat II,

berumur 37 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tingal di

Metenggeng Rt. 17 Rw. 09 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

Memutus perkara ini dengan putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musya>rakah Nomor

001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yang ditandatangani oleh

Penggugat dan Para Tergugat

3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera

janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Pembiayaan Musya>rakah Nomor

001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan

periode Desember 2021 sebesar Rp. 140.250.680,- kepada Penggugat

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 420.000,-

Adapun putusan pada upaya hukum keberatan/ Permohonan

Keberatan, berdasarkan pertimbangan melalui memori keberatan dan kontra

memori keberatan, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Purbalingga pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh H. Mahrus, Lc,. M.H.,
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sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H., dan Drs. H.M. Mursyid

masing-masing sebagai Hakim anggota, serta Sudin, S.Ag., sebagai Panitera

Pengganti yang menangani perkara tersebut. Memperbaiki perkara ini dengan

putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan Tergugat I/Pemohon

Keberatan dapat diterima

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor

3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal

11 Sya’ban 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Keberatan untuk sebagian.

b. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor

001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yang

ditandatangani oleh Penggugat/Termohon Keberatan dan Para

Tergugat/Pemohon Keberatan serta Turut Termohon Keberatan.

c. Menyatakan demi hukum Para Tergugat/Pemohon Keberatan dan Turut

Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan

ciderajanji/ingkarjanji/wanprestasi terhadap Pembiayaan Musya>rakah

Nomor 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018.

d. Menghukum Para Tergugat/Pemohon Keberatan dan Turut Termohon

Keberatan untuk membayar kerugian sampai dengan periode September

2019sebesar Rp101.812.670,00 kepada Penggugat/Termohon

Keberatan.
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e. Menghukum Para Tergugat/Pemohon Keberatan dan Turut Termohon

Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama

sejumlah Rp.420.000,00.

f. Membebankan kepadaPara Tergugat/Pemohon Keberatan dan Turut

Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat

keberatan yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

g. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Keberatan untuk selebihnya.68

68 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalinga No. 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.
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BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERBEDAAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAMMEMUTUSKAN PERKARA

GUGATAN SEDERHANAWANPRESTASI EKONOMI SYARIAH

DENGAN AKADMUSYA<RAKAH PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR

3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Gugatan

Sederhana Wanprestasi Ekonmi Syariah Dengan AkadMusya>rakah Pada

Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg

Dijelaskan pada Pasal 25 ayat (3) UU No 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman bahwasanya “Pengadilan Agama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”69

Dalam memberikan suatu pertimbangan guna memutuskan perkara,

perbedaan pendapat antara Hakim satu dengan lainnya pasti akan selalu ada

dan dianggap wajar, maka hal tersebut juga memerlukan musyawarah untuk

mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pertimbangan yang diambil oleh

seorang hakim saat membuat keputusan sangat penting dan berdampak pada

hasil perkara hukum. Pertimbangan yang diambil oleh seorang hakim

berbeda-beda tergantung pada jenis kasus, sistem hukum yang berlaku, dan

69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, hlm. 10.
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nilai-nilai hukum yang dianut dalam yurisdiksi tersebut. Sebelum membuat

keputusan, hakim harus bertindak dengan seadil-adilnya dan jujur.

Dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah, yang

mana dalam suatu gugatan sederhana akan ditangani oleh Hakim Tunggal

yang akan menjatuhkan perkara tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Pasal

(3) dan (4) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana yang diubah dengan PERMA No. 4 Tahun 2019. Dan

apabila pihak yang kalah keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh

Hakim, jalan satu-satunya untuk tindakan lebih lanjut yaitu mengajukan

upaya hukum keberatan.

Pada praktiknya perbedaan putusan Hakim yang sering terjadi

memberikan sebuah pertanyaan apakah Hakim maupun Pengadilan sudah

melaksanakan tugasnya untuk menegakan hukum secara tepat dan seadil-

adilnya. Dimana hakim tidak memihak (imparatial jugde) dalam memutus

suatu perkara yang mana melihat dari beberapa bukti secara lisan maupun

tertulis dalam suatu persidangan inilah yang menjadikan adanya perbedaan

pertimbangan hakim, antara hakim ketua dengan hakim anggota yang

memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini perbedaan putusan yang dimaksud

yaitu adanya perbedaan putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara,

yang mana pada pertimbangan yang diambil oleh hakim pada satu putusan

memiliki perbedaan antara putusan awal yang telah dikeluarkan dengan

putusan yang dikeluarkan pada upaya hukum selanjutnya.
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Putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai

wanprestasi sengketa ekonomi syari’ah pada pembiayaan musya>rakah yang

mana pada putusan awal Hakim tunggal sudah menjatuhkan amar putusan,

namun adanya pengajuan upaya keberatan dari pihak Tergugat yang mana

ditangani oleh Majelis Hakim. Hal ini menimbulkan adanya perbedaan pada

amar putusan yang ada, karena adanya pertimbangan yang berbeda antara

Hakim Tunggal dan Majelis Hakim.

Berdasarkan pertimbangan pada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim

tunggal, bahwasanya atas dasar-dasar pembuktian selama persidangan, telah

terbukti KSPPS BMT Mentari Bumi telah mengadakan Akad Pembiayaan

Musya>rakah untuk modal usaha pembuatan peralatan fitnes dengan

kesepakatan-kesepakatan di dalam akadnya, yang mana akad ini termasuk

kedalan syirkah uqud. Oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat

dan rukun akad, sehingga Akad Pembiayaan Musya>rakah Nomor 001/461-

13/12/18, tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat oleh Penggugat dan Para

Tergugat dinyatakan sah.

Bahwa setelah dilaksanakannya pembiayaan, Tergugat tidak

membayarkan modal dan bagi hasil kepada penggugat, hingga Desember

2021 tergugat telah lalai tidak mengembalikan modal dan bagi hasil.

Penggugat juga telah mengeluarkan surat peringatan I, II, dan III secara

berturut-turut pada tanggal 08 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 06 September

2019, tergugat telah menunggak pembayaran sejak Januari 2019.
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Bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari satu orang saksi,

Hakim menilai kesaksian tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembuktian

yang cukup kecuali ada bukti lain yang mendukung, hal ini sesuai dengan

azas hukum yang menyatakan unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah

saksi), dan Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPerdata.

Terkait dengan bantahan Tergugat bahwa kegagalan untuk memenuhi

kewajiban mengangsur hutang kepada Penggugat karena usaha perakitan dan

pembuatan bahan-bahan untuk rangkaian alat fitnes tidak berkembang karena

gagal dibeli oleh orang dari Solo. Jika ini dihubungkan dengan fakta bahwa

tidak ada laporan cash flow atau pendapatan hasil usaha Tergugat kepada

Penggugat, maka ketiadaan laporan tersebut dianggap sebagai

ketidakmampuan Tergugat untuk menjalankan bisnisnya, maka hal tersebut

yang menjadikan timbulnya wanprestasi. Sebaiknya jika ada kendala dalam

bisnis Tergugat, alangkah baiknya Tergugat melaporkan aliran dana usahanya

kepada Penggugat untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi

sama sesuai dengan perjanjian dalam akad musya>karah. Namun, karena

Tergugat tidak melakukannya, maka oleh Hakim bisnisnya dianggap tidak

masalah.

Telah diputuskan pada tanggal 14 Maret 2022 bahwa Tergugat harus

dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar

Rp. 140.250.680,- sebagai akibat dari ingkar janji, cidera janji, dan

wanprestasi, serta membayar biaya perkara tersebut. Bukti yang dikuatkan

dengan pengakuan Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat belum
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mengembalikan modal sebesar Rp. 89.000.000,- bersama dengan proyeksi

nisbah/bagi hasil yang diproyeksikan sebesar Rp. 51.250.680,-.

Dalam hal ini dimana Hakim Tunggal memeriksa putusan tersebut

berdasarkan permbuktian-pembuktian selama berjalannya persidangan,

namun karena Hakim menganggap Tergugat tidak melaporkan permasalahan

dalam usahanya kepada Penggugat, sehingga Hakim mengaangap usaha

tersebut tetap memiliki keuntungan, yang mana perhitungannya sesuai dengan

nisbah yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

Karena Tergugat merasa diberatkan apabila membayarkan Rp.

140.250.680,- kepada Penggugat dikarenakan memang tidak adanya

keuntungan yang dapat dibagikan kepada Penggugat, maka adanya upaya

hukum dari Tergugat yaitu dengan mengajukan permohonan keberatan

berdasarkan memori keberatan kepada Pengadilan Agama Purbalingga.

Dalam upaya ini ditangani oleh Majelis Hakim yang mana waktu untuk

menjatuhkan putusan pada upaya keberatan yaitu selama 7 hari. Mengenai

kerugian yang dialami Penggugat/Termohon Keberatan.

Bahwa pertimbangan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Nomor

3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg terkait hukuman terhadap Pemohon Keberatan/Turut

Termohon Keberatan awalnya Para Tergugat untuk membayar kerugian

sampai dengan periode Desember 2021 sebesar Rp.140.250.680,- kepada

Termohon Keberatan/Semula Penggugat, Majelis Hakim tidak sependapat

terkait besarannya, dan mempertimbangkan sendiri melalui permusyawarahan
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Majelis Hakim. Hal tersebut yang memunculkan adanya perbedaan pada

pertimbangan Hakim.

Dalam putusan upaya keberatan tersebut pengadilan telah

menggunakan tolak ukur asas penyalah gunaan keadaan atau penyalahgunaan

kekuasaan ekonomi, dimana adanya kelemahan atau keadaan yang tidak

berimbang antara dua pihak, dimana Penggugat memanfaatkan kelemahan

Tergugat sehingga perjanjian tersebut tidak dapat ditolak oleh pengadilan.

Pada dasarnya prinsip musya>rakah yaitu ta’awun (tolong menolong),

amanah (saling percaya) dan ‘adalah (keadilan) sehingga dalam menetapkan

keuntungan dan kerugian serta bagi hasil, baik keuntungan maupun kerugian

dalam menjalankan usaha musya>rakah oleh Pemohon Keberatan/Semula

Tergugat dan Termohon Keberatan/Semula Penggugat harus mengedepankan

ketiga prinsip tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, Hakim yang mengadili

perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg memutuskan bahwa Pemohon

Keberatan/Tergugat harus membayar Rp140.200.680,- kerugian, yang

diperincikan pada Oktober 2020 sebagai berikut: sisa modal Rp 89.000.000,-

dan tunggakan bagi hasil Rp51.250.680,- dianggap kurang tepat, tidak sesuai

dengan prinsip ta’awun (tolong-menolong), amanah (saling percaya), dan

‘adalah Ini juga berkaitan dengan konsep hubungan antara Lembaga

Keuangan Syariah dan nasabahnya adalah hubungan kepercayaan (fiduaciary

relationship), bukan hanya hubungan debitur-kreditur.
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Oleh karena itu dalam putusan dengan upaya keberatan yang diajukan

oleh Tergugat, berdasarkan KHES Pasal 177 dimana seharusnya kerugian

ditanggung secara proporsional/ditanggung bersama. Namun karena adanya

desakan dari Penggugat yang tetap ingin memperoleh keuntungannya maka

Majelis Hakim memperbaiki perhitungan yang dijatuhkan kepada Tergugat

agar tidak begitu memberatkan Tergugat.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis

Hakim memperbaiki amar putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg tanggal 14

Maret 2022 dengan menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat I dan Turut

Termohon Keberatan/Tergugat II agar membayar sebesar Rp. 101.812.670,-

dengan rincian: sisa modal Rp. 89.000.000,- dan tunggakan bagi hasil sebesar

Rp. 1.423.630,- x 9 bulan = Rp. 12.812.670,- kepada Termohon

Keberatan/Penggugat.

B. Analisis Pebedaan Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Sederhana

Wanprestasi Ekonomi Syariah Denagn Akad Musya>rakah Pada Putusan

Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah

Pada putusan awal perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg yang

diputus oleh Hakim tunggal, beranggapan bahwa Penggugat merasa

dirugikan. Dan berdasarkan pertimbangan Hakim tunggal, melihat dari dalil-

dalil Penggugat tentang adanya akad musya>rakah antara Penggugat dan

Tergugat. Adanya kesepakatan yang sudah dibuat oleh Penggugat dan

Tergugat untuk melakukan akad musya>rakah dengan berdasarkan rukun
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syirkah, yaitu ijab dan kabul, subjek perikatan, serta objek perikatan. Dalam

hal ini Hakim memutuskan berdasarkan ketentuan nisbah bagi hasil yang

sudah disepakati bersama.

Majelis Hakim yang menangani upaya keberatan pada perkara Nomor

3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, beranggapan bahwa dalam berjalannya pembiayaan

dengan akad musyarakah tersebut, pihak Termohon Keberatan/Penggugat

dianggap lalai karena tidak adanya pengawasan terhadap pengelolaan usaha

tersebut, karena yang disebut dengan akad musyarakah antara kedua belah

pihak juga harus ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut. Namun dalam

hal ini Penggugat hanya turut serta dalam memberikan modal, dan ketika

usaha tersebut mengalami kemacetan atau kendala yang mengakibatkan tidak

adanya keuntungan Penggugat tetap saja meminta nisbah bagi hasil.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah jo Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

bahwa Penggugat kurang menjalankan prinsip kehati-hatian (prudent

banking), seharusnya jika modal usaha yang telah diberikan kepada Tergugat

mengalami kemacetan karena gagal jual, Penggugat harus segera mengajukan

gugatannya kepada pihak yang berwajib, bukan membiarkan modal milik

penggugat yang berada di Tergugat sampai dengan jatuh tempo 36 bulan.

Majelis Hakim beranggapan seharusnya jika memang usaha tersebut

mengalami kendala bahkan sampai mengalami kerugian, hal tersebut

ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat tetap
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saja meminta nisbah maka dianggap memberatkan Tergugat yang memang

terkedala dalam usaha tersebut. Ketidak adanya pengawasan dari pihak

Penggugat kepada Tergugat pada saat berjalannya akad musya>rakah tersebut

dianggap telah menciderai akad/prinsip akad, maka Majelis Hakim

beranggapan pada praktiknya Penggugat tidak mejalankan akad tersebut

dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan KHES.

Hukum ekonomi syariah memiliki asas-asas, salah satunya yaitu asas

musya>rakah. Menurut asas musya>rakah setiap jenis transaksi kerjasama yang

menguntugkan bukan hanya bermanfaat bagi satu pihak yang terlibat tetapi

juga bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu yang terlibat.

Oleh karena itu, harta dalam transaksi diperlakukan sebagai milik bersama

dan tidak boleh dimiliki oleh individu.70

Dalam melakukan suatu pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah,

seperti dalam permasalahan ini yang mana dalam pembiayaan akad

musya>rakah, pada Pasal 137 KHES Buku II Bab VI tentang Ketentuan

Umum Syirkah, menyebutkan bahwa “kerjasama dapat dilakukan antara dua

pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan

jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.”

Pada perkara ini adanya permintaan nisbah dari Penggugat kepada

Tergugat, karena wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dimana pada

faktanya Tergugat tidak memiliki keuntungan sama sekali dalam

menjalankan usaha pembuatan alat sehingga tidak dapat membagikan

70 Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang
Tentang Perbankan Syariah” dalam Jurnal Asy-Syari’ah Vol. 20 No. 2, 2018, hlm. 151.



61

nisbahnya kepada Penggugat. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-

MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah mengenai ketentuan keuntungan,

kerugian, dan pembagian disebutkan bahwa “kerugian usaha syirkah wajib

ditanggung (menjadi beban) para pihak syarik secara proporsional sesuai

dengan modal usaha yang disertakannya”.

Hal yang dilakukan Penggugat tersebut menjadikan akad pembiayaan

tersebut menjadi rusak karena memberatkan pihak Tergugat yang mana tidak

adanya keikut sertaan Penggugat dalam menjalankan usaha tersebut, dan

tidak adanya pengawasan untuk memeriksa berjalannya usaha tersebut. Dan

Penggugat tetap saja meminta pembagian keuntungan, sedangkan pada

faktanya dalam usaha tersebut tidak adanya keuntungan, melainkan hanya

kerugian yang didapat oleh Tergugat.

Menurut penulis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah

membuat keputusan yang tepat tentang perkara upaya hukum keberatan

tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Pasal 26 ayat (2), dengan mempertimbangkan apa yang ada dalam memori

keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan memori keberatan

yang diajukan oleh Termohon Keberatan. Dalam hal ini, Majelis Hakim

mempertimbangkan keadaan Pemohon Keberatan dan Turut Termohon

Keberatan, serta kerugian yang dialami.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Analisis

Putusan Pengadilan Agama Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg pada Gugatan

Sederhana Wanprestasi Ekonomi Syariah Dengan Akad Musya>rakah, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai wanprestasi

sengketa ekonomi syari’ah pada pembiayaan musya>rakah yang mana pada

putusan awal Hakim tunggal sudah menjatuhkan amar putusan, namun

adanya pengajuan upaya keberatan dari pihak Tergugat yang mana

ditangani oleh Majelis Hakim. Hal ini menimbulkan adanya perbedaan

pada amar putusan yang ada, karena adanya pertimbangan yang berbeda

antara Hakim Tunggal dan Majelis Hakim.

Berdasarkan pertimbangan Hakim yang mengadili perkara Nomor

3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg terkait hukuman terhadap Pemohon

Keberatan/Turut Termohon Keberatan awalnya Para Tergugat untuk

membayar kerugian sampai dengan periode Desember 2021 sebesar

Rp.140.250.680,- kepada Termohon Keberatan/Semula Penggugat, Majelis

Hakim tidak sependapat terkait besarannya, dan mempertimbangkan

sendiri melalui permusyawarahan Majelis Hakim. Maka berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperbaiki amar

putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg tanggal 14 Maret 2022 dengan
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menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat I dan Turut Termohon

Keberatan/Tergugat II agar membayar sebesar Rp. 101.812.670,- dengan

rincian: sisa modal Rp. 89.000.000,- dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp.

1.423.630,- x 9 bulan = Rp. 12.812.670,- kepada Termohon

Keberatan/Penggugat.

2. Dalam perbedaan pertimbangan antara Hakim Tunggal dan Majelis Hakim

yang menangani perkara wanprestasi Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg,

berdasarkan hasil analisis yang telah penulis uraikan maka keputusan

Hakim yang tepat adalah pada upaya hukum keberatan yang diadili oleh

Majelis Hakim, karena dalam suatu akad musya>rakah dimana kerja sama

antara dua orang atau lebih yang keuntungannya dibagi sesuai nisbah yang

telah disepakati bersama dan kerugian ditanggung secara bersama. Dengan

berdasarkan dasar hukum KHES Pasal 46 bahwasanya memang telah

terjadi kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat, serta Turut

tergugat dengan membuat suatu akad berupa akad musya>rakah, dan

tergugat tidak dapat memberikan nisbah bagi hasil, sehingga tergugat

dianggap telah melakukan wanprestasi. Namun karena adanya desakan

dari Penggugat yang tetap ingin memperoleh keuntungannya maka Majelis

Hakim menghitung sejak awal jatuh tempo sampai dengan surat peringatan

ke 3. Dalam hal ini sebenarnya pertimbangan Hakim Tunggal dengan

Majelis Hakim masih kurang tepat jika disesuaikan dengan KHES Buku II

Bab VI Pasal 137. Maka dalam hal ini berdasarkan hasil musyawarah.
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Majelis Hakim memberikan keringanan kepada Tergugat dalam

membayarkan kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat.

B. Saran

Berkaitan dengan penyelesaian perkara wanprestasi pada perkara

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai akad musya>rakah dimana adanya

perbedaan pada pertimbangan Hakim yang tercantum pada putusan tersebut.

1. Bagi jajaran Hakim hendaknya lebih memperhatikan proyeksi perhitungan

dalam suatu perkara ekonomi syariah, bukan hanya sekedar

mempertimbangkan suatu akad tersebut sah atau tidak. Namun, juga perlu

mempertimbangkan bagaimana praktik tersebut diterapkan pada suatu

akad yang telah dibuat.

2. Bagi masyarakat yang melakukan atau membuat suatu akad kerjasama

terutama pada akad musya>rakah, alangkah baiknya jika memang dalam

usaha tersebut mengalami kendala yang mengakibatkan tidak adanya

keuntungan sama sekali, melainkan hanya mendapat kerugian. Seharusnya

hal tersebut ditanggung bersama dan tidak boleh memaksakan untuk

meminta keuntungan kepada pihak lain, serta jika ingin meminta

pertanggungjawaban dalam usaha yang bermasalah maka meminta

kembalikan saja modal di awal.
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